GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 850 TAHUN 2024
_ TENTANG

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

iDEN GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun - 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, target
penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan
melalui Keputusan Gubernur dan menjadi bagian dalam
dokumen perencanaan dan penganggaran daerah pada
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang
Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025; '

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 - Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



Menetapkan :

KESATU

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

S. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 201, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 204 1);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025.

Menetapkan target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah
dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

a. 'pajak daerah * Rp47.900.000.000.000,00 (empat puluh
tujuh triliun sembilan ratus miliar rupiah);
dan

b. retribusi daerah : Rp970.550.610.545,00 (sembilan ratus
tujuh puluh miliar lima ratus lima puluh
juta enam ratus sepuluh ribu lima ratus
empat puluh lima rupiah).



KEDUA : Target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana
dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai bahan
pertimbangan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025,

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Provinsi DKI Jakarta

6. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

I



